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Huk:wat dan Pembargundn

disshkan DPR pada‘Juni mendatang -
Sudah tentu yang paling gembim adalh

“merasatak tenteram, karena tiadanya
“¥epastian dalam hal perlindungan paten

‘an‘masyarakat dirvgikan. Usia das ro-
‘yalti dari paten harus diatur secar baik,

“fidak menugikan bangsa ki, Kimnya,

tak boleh luputdari usaha menyiapkan
tenaga-tenaga ahlidibidang inteillectual
property rights.

Sebagai upaya memperjelas apa dan
bagaimana RUU Paten yang elah dise-
rahkan Pemerintah, Muhammad Asrun
dari "HUKUM dan PEMBANGUN-

AN mewawancami Ir. Mico Kansil,
Dirjen Hak Cipt, Patendan Merk dan

- :.;l.'_Kepemmgan

pxhak pemanam inedal yang ‘sshama ini’
‘merekaiNamun,tidakbemrii kepenting- -

tidak merugikan pemilik paten danjuga. -

‘setelah penyiapan'RUU paten, kit juga -

" antara

” ._'_f:_fMasyaraka‘t dan |
Pemilik Modal .

“Setelah dirantikan 30 ahun kehadir- ua Gembiro, S.H., Kepal2 Biro Hukum
annya, awal Febnariini Menssuegatas dan Organimsi Departemen Penndus—
nama ‘Pemerintak rnen)emhkan ‘RUU “trian. Benkut pet:kan wawarcan :
“Paten ke DPR: RUU, yang'terdini‘dari -+
isbabdanl?;lpam} diperkimlanakan Muhammad Asruni: Mengapzz Iczgz

memeriukar UU Paten 7 0

“dan diberlakukan pada 2 Januari 1991. Nmo Kansil ;Pengajuan RUU Paten

adalah demi menunjang pemba-
*hgupan nasioral sekarang ini ebha-
-gaimana diamanatkan oleh GBHN-
1988, Pemerintah mems perlu
‘melakikan Iangkah-langkah pe-

© myempwnaan, perangkat perum-
dang-undangan dan wadah orga-

“ nisasi yang berhubungan dengan
“hak-milik intelektual. Pemerintah

- merasa-perlu. untuk memberilan
- jaminan-dan perlindungan terha-
dap hak cipta dan hak milik ints-
lektual lainnya. Bebempa keun-
tunganakandiperoleh denganada-
nya jaminan terhadap hak milik
intelektm], khususnva paten, yaitu
akan lebih memngsang kreativias
masyarakat dan mendorong ier-
cipnw penemian-penemuan ba-




Perc;’rké'pgz_f@_. .

& ch bidano leknoiog1 akan leblh
melancarkan prosesalih teknologi,

; mdesakannegam—negam
'usm «_j’_ yfma mekzmrbe—

.'_jawéw

ya UUPaten akanieblh mem-
. periancar ‘arns alih ‘feknologi.
“Teknologi d1daftar disini Tek-
nolqu dm;anfaatkan di sini,
RUU Paten’menentukan bah-
w2 paten harus diumumkan,
dgar bisa‘dimanfaatkan. Jadi,
“‘paten didaftarkan oleh pene-
’-'-munya seea:a }engka pdan nnm

Tan}'ﬁ& Lalu pemmman modal asing
g® kan lebih pmspektzf e,
Jawa_b “Ya. Pemlhk te_knolog:akanda—

" ini tentu memben penoaruh

5 pesmf Lerhadap penanam mo-
©_dal asing di Indonesm

Tanpa : Apakah sexua Jems tndusti

' akan dlbenkan paterzn}u ?
Di da!am RUU Paten ada jenis

" mdustn tertentu vang tidak bisa
diberikan paten. Negara ber-
hak menentukan, apakah swtu
teknologi dapat diumumkan
atau tidak.

-Bagaimana persiapan

.}awaﬁ_

Tamua :

. Ditjen Hak Czpfa Faign dan

 Merek dalam menyongsong ke-
lahiran dan pember!akukan
SUU - Paten =2+ :

Jawab : Kami masih menghadap; ber—

i anm&nmgkatkankemam pmnbi-’

“:bagai kendala dibidang @mm
‘dan’ tenaga; khususnya tenaga
- pemeriksa ‘paten. Untuk me-
“‘menyh) kebutuvhan tenzga pe--
“ etk paten; maka perdidik-
andan Jatihan akan -dipriori-
~ taskandanditingkatkan baik di
“har negeri maupun di dalam
cnegeri sendiri. p
Muhammad Asmn Menurut Jbu, me~_--
... hgapa diadakan UUPaten? '
ita Gambiro: Pertama kita memer-
lykan-UBU Pateu untek mem-
bu:lx_d_;l__pq_rlmgi_ungan baik ke-
pada pencmun B-penentiin ba-
O i _(innomti_t_)p_)_ maupun ke- -
~ pada perbaikan-perbaikan (im-
provement). Selama ini sering
tidak disadari inovasi tidak di-
mintakan patennya. Kedua, pe-
ranan patendalam pembangun--
~an industri besar sekali. Kalau
Kita menez pkan penemuan-pe-
nemuan baru dalam bidang in-
dustri, akan menambahdiversi-
. ftkasi produk - meningkatkan




i produktwstas

Tan}a

Tamug :

5 awab Tentunya examination itu dalam.

Bagmmam dengan penemuan-
penemumz yang: tidak diminia-

 daftarans ﬁja :
Bagaimana dengan paiem‘exa-
mination ?

-. b1dang teknik, Para insinyur lah

-, -yang berperan sekali. Difjen Hak
-~ "CPM™ (Cipta, Paten dan Merk,
- yed).) memang merencanakan

‘mendidik sebanyak mungkin insi-

.. nyur sebagai ‘examiners. Bila
_ o dibutuhkan, ‘Depariemen Perin-
i-idustiian pun dapat membantu,

Tanya Lalu, peran Sarjana Hukum ?
Jawab Sarjana Hukum hanya sebagai

soumes, karena penentuan pa-
ten bersifat teknis sekali, Sar-

"' jana Hukum menentukan, apa-

kah suatupaten sudahdikeluar-

Y kan atau belum,
Tanpa : A :
IR vérS?mW kg:gmﬁgk'f{ﬁusfff?

Apakah RUU Palen meng-co-

jawab ;-
Tanya »

J aﬁab :

Hikwm dan Pembang winn

Ya :

-Apakah setiap peneruan baru

- diberikan. patennya 7 - a
Tidak. Pemberian paten harus. -
memenuhi syarat-syarat testen--

-, yaitu harus baru, barus ac}a_.,-

, . Iangkah invented, tidak berten-
.-langan dengan ksteriiban

Tanya :

Jawéb.:

vmum. dan kes usilaan.
Bagaimana denccm masa!ah lz» .
sensi, 7 ;!
Lisensi juga dxatur dalam RUU

Pat&ﬁ vaitu lisensi teptang hak
_paten Lisensi patenadalahber-

5_: ___hubungan dengan alih tekno-
~ . logi. Di dalam RUU Paten di-

Tan}fa

Jawab:

‘atur pula lisensi, bahwa ia tidak
boleh membahayakan pemba-
ngunan eckonomi, misalnya.
Jadi, terhadap lisensi juga dike-
nakan larangann-larangan dan
pembatasan-pembatasan,
Terakhiy, bagaimana dengan,_
masalnh royali 7 ‘
Dulu. suchh chatur meskl belum.

“dalam bentuh peraturan yaith

yang ditetapkan BKPM dalam
rapat antar depa.rtemen Bahwa
besaraya 2% dari net size values,

~Tampaknya kurang dapat dite-,

rapkan dalam prakiek, karena

tidak bisa diterapkan Icepada se-.

_'mua jenis teknologi, kasn ada

h;uhtech dan teknologi seder-

o hana

- Di bawak pemermmhan orang-creng: bewr, pena lebzh éerkuasa
dmpada pedang

(Baron Lytton 1803-1873)




M‘asm'ba,n_\,dk @ pautpenwak hukum N\

yang belum memahami No.1/1939ten-
tangihak: cipta. -Demikian kesimpulan
dengarpendapatantara Komisi HIDPR-
Rldengan Asiri-dan-ikapi. .

- Menurut Rinto Hambap, K etua. U'num
Asirizsudah 600 dari 1000 kasus yang
‘telah diselesaikan berdasarkan KUHP,
namun barg i;ﬂlmsus.‘y}-mg diselesaikan
berdasarkan Undang-undang Hak Cipta,
400 Kasus lainnya masih dalam penyeli-
dikan. Pada - kesemapatan. yang sama,
pibak dewan menghimbau Tkasi agar
harga:buku cixtetapkan tidak: tulampdu
tmgg;

Prof. Padmo W&hjﬁn@ S.H. dalam
dengar peﬁdap@.i dengan Komisi 1
PR anvamkan peflu fangkah-lang-
kah strategis gund pencg:akan hakum
dalam Repd;m V. Lébih Jauh dikatakan;
pe;]usatu forum untuk menyatﬂmbahasa—
kai’ pemgakm hu%um dalam. rarzgka
perli ﬁdnman harkat dan marmbat manu-
sia, '

Langkah-langkah stmtegis' yang  di-
maksudkan Padmo Wahjono, yaitu pe-
mantapan peratura tenang pembinaan
dan pengawasan aparat penegak hukum
dan penegasan chuaks&ﬁa‘.n penw&l -
an hukum

ngﬁm!gh 8? {:}{éni’ iﬂiéf@,ﬂ .Etld.p.‘ék'ﬁ o
PP 10/195% telah kembali dan: berads -

di-dadonesia secara ddak wh, Menkeh - _

Ismail Saleh, S.H. mengatakan. hal: it
dalam acara dmuar pendapat, da,nvan
Komisi [l DPR.R]... :
Dikaiakan, 82 omnsz imigran ﬂelap
sejak lama telah erdafiar sebaga i i
gran dengan situs wajib lapor, Diluar
ke-82 omng imigran gelap (1G ) tersebut,
diperkirakan masih banyak 1G vang
belum tercatat, dianmaranya, misalnya;
sepertidua orang yang baru ditangkap di
Surabaya dant orang vang difangkapdi
Malang: Lebih Jauh Ismail Saleh ber
pendapat, pesgatoran kependudukan
orangasing ditentukan aleh status keimi-
grasiannya berdasarkan UU, Drt. Tahun
1959 tentang Kependudukan Qrang
Asing. Berdasarkan Undang-undang ter-
sebut, omng-orang asing yang tefal me-
menuhi syarat untuk memperoleh status
kependudukan Indonesia diberikan Su-
rat Keterangan Kependudukan {(SKE)
oleh Ditjen Imigssi, sedangkan omng

. asing vang belum. bersiins pendudul

Indonesia diberikan Karty lijn Maspk/

Semeniara (KIM/S) ).

ek

“Lembaga kerjasama Tripartit Nasio-
nal telah sepakat untuk mengajukan usul

kepada Menaker (Menteri Tenaga Kerja)




i .gram Peranan"Wanata tahun anggaran

Huk v dan Ponbangunan .

1989/1990 “akan digunakan-untuk pe-

}nyelenguaraan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan fdengan perlindungan dan

peningkatan produktivitas tenaga’ kerja
wanjia ‘yang bergerak di sekior formal

- dan sekior informal di 13 propinsi.

R

“iPemerintah telah beropaya mening-
kaikan dana tunjangan penghasilan pe-
merintakan defa; namun Pemerintah be-
Jum sepenuhnya dapat memberikan tun-
jangan kepada seluruh aparat pemerin-
talfan desa, di samping jumlah penerima-
an masing-masing aparal pemcnutahan
desa belism memadai, :
Demikian ‘jawaban Mendagri- Rudini
dalam- rapat kerja denpan’ i(omss; 1H
DPR RI :

Lebxh jauh dijelaskan, sejak-tahun
angiaran- 1983/1984- Pemierintah telah

berupaya meningkitkan jumlah® dana

tiinjangan penghasilan aparat pemerin-
@ahan desa, yaitu pada tahun anggaran
1983/1984 sebesarRp 1 5.000.000.000,-
tahunanggaran 1984/1985 sejumlah Rp

~ 25.000.000.000,-, dan tahun anggaran

1988/1989 senilai Rp 31.060.060.000.-

yang diperuntukan bagi 42.136.Kades

(Kepala Desa), 42,136 Sekdes (Sekreta-
ris Desa), dan 110.857 Kaur. (Kepala

Masih adanya pemborosan dalam
pepggunaan dana pembangunaf yang.

disebabkain - oleh “kurang konsistennyva - o

pelaksanaan. program yang telah’dica-
nangkan, Untuk mengatasi pemborosar
dana pembangunan tersebut; Pemerin-
telah mencoba mengatasinya secara sisti
matis dengancara ‘meningkatkan pe-
nyempurnaan sistim dan koordinasi ke-
gidtan perencanaan, ‘pengawasan ‘din
pengendalian. pelaksanaan pembangun-
an; . 4 M Pty
- “Demikian pernyataan Menteri Nega-
ra Perencanaan Pembangunan Nasiondl/
Ketua Badan Perencanaan Pembangun-
an: Nasional Prol: Dr. Salch Afif dalam
rapat kerja Komisi X DPR-RL :
Menurut Sateh Afif, sekarang ini Pe-

merintah sedang meninjaa kembali Kep-
pres 29/1984 tentang pedoman pelak-
sanaan anguamn dan berupaya metaku-
kan purbatkdn—perba:kan yang beltu_lu—
an untuk mengatasi, antara lain, misal-
nya, mencegah ter;admyﬂ pemborosan
dana pembangunan Pengawasan eks--
terndilakukan oleh BPK P dengan tujuan

untuk mencapai tertib penyelenggaraan
_pembangonan dan pembelanjaan ke-

uangan pegara, |

Pemberaniaean Rorupm sudah men-
jadi tekad bulat Pemeriniah. Pembuk-
tian terbalik vang pada hakekatnya mem-
bebankan pemboktian kepada seorang




-berakhirlah keanekaragaman nama w

ter, umum, dan fata usaha negara. .

Peradlian Agama masuk DPR

Agama Mnnawxr Sjadzali, atas nama
pemermiah d;tcnma Wakﬂ Kewa DPR
HJ “Naro: Naskah RUU terdm dan
tujah ‘bab dan 108 pasal £
Sebaﬂaxmana d:kuﬂp ”Tempo” (La~
poran Uiama, 4 Februari 19895 ment-
rut Munawiz; bila UU-PA. 1 dasetujuf
dan d:sahkan DPR keiak ”maka akan

- RUU Paten disjukan ke DPR ming

: pertama Fehruan ini, RUU "ini7terdjri -

dasi-l5 bab dan 131 pasil Denganan :
‘RUU yang diajukan Menteri X

ju _'hnya RUU Ini, “pengaturan’ Jems'

paten menjadl Iebih jelas. Perlindungan - -

paten < dalam bentuk’ undang—undang :
-~memang elahlama diminta negara‘in-
dustri’ Barat.® Dlharapkan DPR sudah..
mensahkan RUU ini pacla Jum menda—,
tang. :

 [PEMBAN EWM

¢ § Salah.satu bacaan Atama ;
-f sarjana dan .mahasi
lmiones:a. o




" Ketwa Umum DPP Golkar Wahono
" membantah - anggapan bahwa Golkar
Ny merupakan tempat perlindungan 5isa-
'5isaiG30S/PRI dan tempat-persinggah-
‘anomng-orang yang menjadikan Golkar
tempat perjuangan politik mereka. Ang-
' gapan masyarakat itu muncul setelah
'dxketahm ada anzgoR-anggola Golka:
yang “tidak bersih din” dan "tidak bersih
lmgkungan” mxsalnya, antara lain, man-
tan ketua DPD Golkar Payakumbuh SA
geiar D MM, mantan Bendahara Gol-
kar Sumatera Selatan Drs. H, ASC dan
Ketua Departemen Tami dan Nelayan Ir,
Sartovo yang ketiga dinyatakan "tidak
bersih diri”, dan belakangan Ketoa DPD
Golkar Jawa Timur dan sekaligus Ketna
'DPRD Tingkat 1 Jawa TImur Ny, Asri
Soebarjati Sosrandi, S.H.

%o ok

Kepala BPN (Badan Pertahanan Nasio-
nal} Ir Sony Harsono mengatakan bah-
wa sedang dipersiapkan suatu langkah

penyederhanaandalam produser penser- -

tifikatan tanah, t kemu kmm

melabatkan plha

men Dalam’ Neger dibe
kan Keppres Nomor ’76

e TDPWIA (I embaoa Pepdichiban

Komputer Indonesm Ameraka), Jusuf o

Randy, atas tuduhan pemalswan surat-.
surat, tcienmasnya sepert; KTP, surat
tanda kenal Iahxr dan paspor.
Randy, menurut Polres Jakarta Selatan,
telah. menugantx Lewmganegaraan Jer- -

ANy dengan warga neg*ml inéonesm .

fanpa, melalui proses yang semestmya

dan memiliki KTP secara "aspal’. Duga- -

an lain, ia banyak terhibat penipuan.
]

Menieri Kevangan Sumarlin menegas-
kan bahwa tidak dapat dibenarkan apa-
rat kepolisian. turun ‘menjaring para
pelanggar pajak ssbagaimana dilakukan
Polda Jatim. Polda. Jatim mempersiap-.
kan suwte operasi. "Cakra 89" dengan
sasaran para penyelundup - pajak. De-
ngan merujuk pada UU Nomor 6 Tahun
198 3tenpang K eentianUmum dan Tatg
Cara Perpajakan, Sumarlin menegaskan
kembali bahwa kewenangan untuk me-
nangani perpajakan berada di tangan
Menteri Keungan cq Dirjen Pajak.

Mantan Dubes RI vntuk Tanzanta, HJ,
vang diributkan akan membawa pulang

184 potong gading gajah dan kulit bina-

tang dari Tanznia,” ‘felah’ menghadap
Mentu Ali Alatas'SH Pemermbah Tan-

Qmma mempersalahikan HJ karena ber-
usaha membawa ke luar gading-gading

gajah dan kulit-binatang dalam jumlah
yang ‘melanggar kefentuan undang-un-
dang. Menurut sebuaki sumber di Deplu,
sebagian barang bawaan HJ memiliki
surat, Deplu menganggap kasus HJ ada-

~lah-- antuk semcntara wai\tu masalah
intern,

Kepala BAKN Drs Waskilo Reksdsoe-

dirdic menratzkan. sebanvak 249 pega-

Iubuf 5




*'I\(}f&_ﬁ;{k;a*, Gl o

wax BAKN telakvditindak daldnvsetahun

- terakhiir, Tiga diamiaranya ‘wolongan 1V -
: C.*Pexémdakan tsrhadap pegawai BAKN :

rsebi “mai - pleh”Irjen Deperkiib,’ Kesepuluh
“pimpfo-pelabuhan yang ierlibat pem-
~bangunan pelabuhan-pelabuhan itu telah -

, ungi ?uﬂgj: yanrr dﬂakukan
: berkrmr Rp 50 (}00 hmwa Rp 100 OGO

iaafeﬁanya i’.idiik membayar PBB dan
menjaidxkannva seba‘gal milik “negara.

kalau etiap. kal: penalnhan p&jﬁk ndak
dzbayz‘u maka bisa dianggap tidak ada
pemmknya' Ketentuan ini terutama bagi
taaah pertaman yang sebetu!nya bisa
di :

“bayar. ‘bangunin-
nya dapai dzse<re! karena d;anggap tidak
ada pem;hknya '

E N

1200° KK ‘Belum- beranjak dafi daerah
w&dub. Kedung Ombo karena aiasan
gantx Tugi yang tidak ldyak Ganti- ru&:
yang dltetapkan Gubcmur KDH Jawa
Tengah untuk anah kelaisp 7{}0 - per
‘m2. Area pemukzman 120{) penciuduk
Keduz;g Ombo yang tadak pmciah tefah
di genangi air hmgga atap rumah ‘mereka.

Kemudian' mereka’ pindah ke deerah

yang | lebih tinggi, Mereka meminta gdntz
rugi’ Rp 15.00 per m2 Kaws Kedung
Ombg ini nisih panjang centanya dan
'beium iagz acia jalan keimmya

% ok

Menteri Perhubungan Azwar Anas.me-
ngemukakan kembali hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Kewangan, kerugian
negara akibat ketidakberesan pemba-

“ngunan 10 peiabuhan laut senila; Rp

26,5 Imilyar: ‘tebih, Dgeiaskan semua
permasalahan kini ditangani secard’¢er-

d1pangg11 untuk diperiksa Kendakberes- :

“an -pembanginan’ ‘pelabuhan dgumpal‘ .
“pada pelabuban Kuala. Tangga Banda
“* Acehpelabubiai Kalabahi (NTB), pela~ -
. buhan'Ende; pelabuhan Ténai dan e

minal” penumpang di Kupang (NTT),”
pelabuhan Banjarmasin, pélabuhan Dy-

“mai,” pelabuhan; Semarang, pelabuhan
‘Panjang, pelabuhan ‘Ambon, dan pe‘la—
buhan Daruba Hafmahera a

3

Seomg p:engemudi.:_ta_ksi, Hery Ris-
wanto, mengajukan kasasi karena tak
puas dengan puiusin hakim -dalam per-
kam tilang.  Hakim .. memvonis . Hery
denda Rp 8.000 ditambah ongkos per-

kam Rp 1.000. Alasan Hery, putusan
dijatuhkan hakim ianpa kehadnannya

Peradilan perkara Hery telah ditunda 7
kali karena saaksi polisi tidak hadir, Hery

‘__d:pemlahkan meianggar iamngan ber-

henti, Karena memsa dlbohoagz panitera

dengan mé ngatakan bahwa sidang di-
‘tunda untuk kedeiapan ka]mya, padahal
Jatelahr menunggu djam,Heryr mengaju-
'kan kasas: atas voms verstek !srsebut

S

Ketua Bakomtanasda Sumsel May_]en

- TNI R, Soenardi, di Palembaagmengatan

kanbahwa ABRItelah berhasil mengua-
sai keadaan di daerah Kecamatan Way
Jepara (Lampung Tengah) setelah sgjak
1. Februari terjadi kerusuhan di desa

Atransmigran Talangsari., Kejadian yang
terjadi di-desa . Talangsari ity diawali
-dengan penyerangan. terhadap rombopg-




:an camat, Kapolsek, Kasdim serta.enam
anggotanya dan Danramil Kapten Suti-
man-dalam . perjalanan menuju- desa
alangsari. pada. 6. Februari-lalu, Dan-
‘Kapten Sutiman tewas. -Jenazah
1itu: baru bisa. dxamb:l setelah
terjad ontai\ semata dengan [para pe-
karena sebelumnya 3enazah di-
ihak penyerang. Sumber resmi
_menyebutkan 27 tewas di
_splhak penyerang ‘Sementara; ?Far Fast-
“ern. Economic Revxew” 23 Februari
1989 sebagaimana- dikutip. ATempo”
_(Nasmnal 25. Februari 1989), menye-
but jumlahkorban jiwa di atas 100
orang. Pangab, dalam keterangannya,
menyvebut kekacavan di Lampung‘ Te-
.ngah sebagai kekacauan ang dilakukan
: oleh GPK (Gerakan Pengacau Keaman-
Ay Wars:d1 ‘dan mengxbaratkannya
euma ibarat virus kecil yang ‘berusaha
] mengguncangkan mbuh yang: sehat '
=r¢ £ -k |

_ lrnya gubug cienta” mxhi{ Hendn
M. Ali yang terletak di bundaran Ul
'Depok dirubuhikan oleh  petugas  ke-
-amanan dan lg ternban Jakarta Selatan
) denean d1bantu pemgas—petugas keaman-

an Kodlm Jakarta Selatan.. Keluarga
. Hendn ”Roy" M. Al sebelumnya juga
. telah terkena penggusuran duakali, yaitu

sﬁwaktu ‘bertempat tinggal di Senayan

dan kemudian di Tebet.

1978 Roy membeli sekltar dya hektar di

lingkaran Ul sekarang, setelah sebelum-
‘nya 'memperoleh penjelasan dari Pemda
DK bahwa tanah yang dibelinya tidak

-akan ‘terkena pénggusuran. Berkenaan
‘dengan rencana pembangunan ‘kampus
“baru Ul Depok, pada 1985 berdasarkan
“rencana tatakotd yang bary, tanah dan
‘kediamankelaurga Hendri terkenia peng-
‘gusuran. Santunan ganti rugi Rp 27.500
“per meteruniok tanah bangunan rumah,

dini hari 31 Januari 1989.

Pada Eahun_

Huk e dan P )mf:cmgwmn N

ditolak:Hendri. -Lalu; . Desember 1986 -
Hendri melayangkan tuntutdn ganti rugi .

Rp 1 milyar ke Wali Kota Jakarta Sela-

tan. Sejak pengajuan tuntutan gantitigi..
Rp @ milyaritulahceriia “gubug derita”.

“dimulai, dan diakhiri dengdn perbul- .

doseran "gubug derita”itu dan perubuh-
an tenda tempat berteduh keluarga Hen- .

dn M. Ah oleh petugas—petugas bersen»'-' -
3ata lexlgkap bequmtah puluhan 9 ‘

Gubernur DKI1 Jakarta Wiyogo "t.er»

_ paksa membongkar SPBU (Stasiun Peng-

isian Bahan Bakar Umum) di perempat—
an Mampang Prapatan yang (dibangun

oleh perusahaan taksi PT Blue Bird, kar-

ena tidak. memiliki ijin. PT Blue Bud

_membangun SPBU sebagai proyek per-

contohan p{}mpa bahan Jbakar gas. Pe-
rmtdh pembongkardn atas bangunan

_ SPB 3] Mampang telah d;keluarkan sejak

Juli 1988, karepa Pemda mengetahul.._
pembangunan unit SPBU it udak me-

_miliki IMB. Akhirnya surat pembongkar—
an paksa dikeluarkan 22 Januari, karena

PT Blue Bird masih enggan membong-
kar SPBU-nya..

CoAsTUR




pihak Belanda, dan ita (_uamblro, S.H.,

- Giatika ‘Hamdani, ‘S, M.

- mnwk;r S H: dan plhdk Indonesxa

LR f\nt;upolona hukum sebaéai ixd_]] -
‘belum ‘banyak diminati i fakultas hy- -
“kum, paduhal kajian ini-erat kaiannya
dengan ilmu hukom adat dan sosmlogl

' hukitin © suar& khusus _d'm aniropo

Prof. As:k;:] i
Kusumaatmadja, S.H. Bambang Keso- -
wo,-S.Hi EL.M. danDr J.CT. Simo-

uRum. Dum_ ian ~ranekur
seminar-din hari-di Depok, 10-12 702~
nuari.-Seminar, yang dihadiri oleh pafa- -
dosen dari fakulis-fakultas hakum ne-

‘geridan swastay Herselenggara awas kerja-

sama dengan Kenjaan Belanda, ]
Dalam sambutannya, Rektor Universi- -
tas Indonesia Sujudi, antara kin mengata-
kan bahwa perdu dimanfaatkan secira
batk spatu proyek kerjasama, terutama
untuk peningkatan mutu st f pengajar di
bidang-edukatif dan bidang penelitian,
Harapan senada juga diungkapkan oleh
Prof. Dr:e T.O, - Ihromi, ketua :panitia
pelaksana’ seminar. Sedangkan materi

‘pembahasan seminar beragam; vang me-
~liputt laporan penelitian, proposatpcm.h- .

tran ddn nmkalah tmiah.
ek .,

"Ul Daidm Swsana sulitnyva- lkwidias

dana pembanguman, maka jasa: anjak
piutang (factoring) dapat diharapkan
perannya. Beberapa kebijaksanaan peme-
rintih, ‘mistlnya, antam . lain, Keppres
R.I No. 61 Tahun 1933 tentang Leme o
baga Pembiayaan dan Keputusan Men-
teri Keuangan No. 1251/KMK.013/-
1938 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, di-
mungkinkan lembaga anjak plutng da-
pat-berperan. secara-fehil maksimal.,

-Namun, masil: dibetuhikan juga perang-
kat hukum yang. cltap.u lebily menunjang
hegutan

rctorine™ misalnve. ditalp







Fakilas ik

I - kemampuan pen,t_uasaan tuknolog,x mela— :

. _ch:h }ﬁuh dxjuiaskan pada masa sei;a—
_rang ini paten mempuny

':.__khﬁsusnya patc,n akan men Gkatkan

":-mmdbmng ali teknologi.-Upaya yang
dttmapuh Direktorat Jenderal Hak Clp—
“ ta, Paten dan Meérek untik mengatasi
‘Kendala-kendala yang dibadapinya; ber-’
kisar pada pendidikan dan latihan bagi
tenaga pemeriksa paten.

Di samping Ir. Nico Kansil, pembicara
Jainnya dalam summar,patm ini adalah :
Ir. Bmtaidjumur mumbmdral\an paten
- :scciuhana (small pateui), ProfMe.Dr.S.
“Gavtama, Faimah Jatim, S.H., LLM,
dan Dr. Dewi T. Djarot membicarakan ,
segi-segi hukum soal pembelian fisensi . .-

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN ?ERUNDANG—UNDANGAN"

Undangundang
Peraturan Pemerintah o
Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negars
Lembaga lzmbaga Tingqi Nega:a
ik Departemen i i
L.ernbaga- lembaga nen depmmen
Dwah-dwrah
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